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ABSTRACT 

This study aims to analyze public satisfaction with the implementation of 

electronic certificates at the Bogor I District Land Office. The background of this 

study is based on the transformation of land services from conventional to digital 

through the electronic certificate program designed by the Ministry of ATR/BPN 

and there is also a rating on the Google Maps application of 3.2 out of 5 for service, 

and there has not been any previous research. The research method used is a 

descriptive quantitative approach with data collection techniques through 

questionnaires distributed to 459 respondents who use the service. Data analysis 

was carried out descriptively quantitatively by calculating the average percentage 

of answer scores from each indicator used and categorizing them. The results of the 

study show that overall the public feels very satisfied with the implementation of 

electronic certificates with an assessment category of "very satisfied". The 

indicators that most influence public satisfaction are simplicity (4.34), openness 

(4.33), affordability (4.31), and security (4.27). These indicators are based on 4 

principles in Article 2 of Government Regulation No. 24 of 1997 (PP No. 24/1997). 

This indicates that the implementation of electronic certificates at the Bogor 

Regency Land Office I has succeeded in providing high satisfaction to the public. 

For the next step to maintain and improve public satisfaction, the Bogor Regency 

Land Office I conducts continuous monitoring with a short quarterly survey to 

detect changes in scores and respond quickly to decreases in satisfaction, and digital 

literacy which combines officer training with digital literacy socialization programs 

to narrow the gap between age groups and education, and benchmarking by 

comparing these scores with other land offices to set improvement targets. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas tanah, di mana pelaksanaannya menjadi 

tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari proses ini adalah 

untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah 

dan berfungsi sebagai jaminan hukum (Apriani & Bur, 2020). Hal ini sejalan 

dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan bahwa pemerintah 

berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat 

yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian. Pada Pasal 31 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (PP No. 24/1997) menyebutkan bahwa 

kepastian hukum dapat terwujud karena Sertipikat mencakup informasi 

mengenai bidang tanah, baik dari segi data fisik maupun data yuridis, yang telah 

didaftarkan dalam buku tanah. Selain itu, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menegaskan bahwa 

sertipikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan 

pembuktian yang tinggi dan sah secara hukum. 

 Sejak pertama kali diterbitkan hingga saat ini, Sertipikat tanah sebagai 

dokumen resmi hasil pendaftaran tanah masih dikeluarkan dalam bentuk cetak 

atau analog (Mujiburohman, 2021). Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), sertipikat tanah dapat dialihkan ke dalam format 

elektronik tanpa mengurangi keabsahan hukumnya. Lebih lanjut, Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP No. 18/2021) mengenai Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

menegaskan bahwa proses pendaftaran tanah dapat diselenggarakan secara 

digital, di mana hasil akhirnya berupa data, informasi, atau dokumen elektronik 

yang sah secara hukum. 
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 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa 

transformasi di berbagai bidang, termasuk sektor pertanahan. Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut 

memanfaatkan kemajuan ini dengan menyediakan layanan pertanahan berbasis 

digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan akses 

masyarakat (Masri, 2023). Melalui sistem layanan elektronik, masyarakat dapat 

memperoleh informasi pertanahan secara cepat dan mudah, termasuk verifikasi 

data fisik maupun yuridis sertipikat tanah, serta akses terhadap informasi lain 

yang tersimpan dalam sistem basis data (Sapardiyono & Pinuji, 2022). 

Komitmen ATR/BPN dalam penerapan teknologi ini telah dimulai sejak tahun 

1997 melalui program Land Office Computerization (LOC), yang kemudian 

berkembang menjadi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 

2001. Perkembangan sistem ini terus berlanjut, dari KKP-Desktop menjadi 

Geo-KKP, dan akhirnya pada tahun 2015 beralih menjadi sistem berbasis web 

yang dikenal sebagai KKP-Web (Adinegoro, 2023). 

 Sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi di bidang pertanahan, 

Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan beragam layanan elektronik yang 

mencakup aspek-aspek penting dalam administrasi pertanahan. Layanan 

tersebut meliputi pengurusan Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertipikat, 

serta penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Di samping itu, 

layanan digital ini juga menyediakan akses terhadap informasi data tekstual dan 

grafis, zona nilai tanah (ZNT), titik koordinat, serta paket data dari Global 

Navigation Satellite System (GNSS) dan sistem referensi CORS (Continuously 

Operating Reference System). Informasi lainnya yang turut tersedia mencakup 

riwayat kepemilikan tanah, histori tanah, peta pertanahan, dan data tata ruang 

(Prasetyo, D. B., 2023). 

 Sebagai bagian dari agenda modernisasi layanan pertanahan, pada tahun 

2023 Kementerian ATR/BPN menginisiasi perubahan bentuk sertipikat tanah 

dari format cetak menjadi digital. Inovasi ini secara resmi diperkenalkan pada 

tanggal 4 Desember 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, 
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dalam acara peluncuran di Istana Negara (Sekretariat Kabinet Republik 

Indonesia, 2023). Kebijakan awal terkait penerapan sertipikat elektronik diatur 

melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat 

Elektronik. Namun, regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan oleh 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur mengenai 

penerbitan dokumen elektronik dalam proses pendaftaran tanah. 

 Walaupun sertipikat elektronik (sertipikat-el) telah resmi diperkenalkan, 

implementasinya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan bertahap. 

Sesuai dengan pernyataan Menteri ATR/BPN, tahap awal pelaksanaannya 

difokuskan pada sertifikasi aset milik negara dan daerah, badan hukum, BUMN, 

tempat ibadah, serta masyarakat di dua belas kabupaten/kota yang telah 

memiliki kelengkapan data (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). 

Setelah lancar  penerapan tersebut dilanjutkan dengan penerapan layanan 

lainnya untuk seluruh wilayah indonesia (Alimuddin, 2021). 

 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I merupakan salah satu kantor 

pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan sertipikat elektronik sesuai 

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Permen ATR/KBPN No. 

3/2023) tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran 

Tanah mulai tanggal 22 Juli 2024. Meskipun secara formal Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bogor I telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan 

sertipikat elektronik, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap kualitas layanan masih beragam. 

 Berdasarkan data yang ditampilkan di platform Google Maps, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor I memperoleh rating sebesar 3,2 dari skala 5, 

dengan ulasan terakhir yang tercatat berasal dari dua tahun yang lalu. Rating ini 

mencerminkan adanya presepsi publik di nilai cukup memuaskan (Kementerian 

ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor - Google Maps, n.d.). Adapun 

terdapat pada jurnal terdapat bahwa kualitas pelayanan dan pendaftaran tanah 
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pertama secara keseluruhan di nilai tidak memuaskan (Hermawan, W., Hakim, 

D. B., & Hutagaol, 2016). 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian sebelumnya belum ada 

yang meneliti tentang kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Maka dari itu peneliti ingin 

melakukan penelitian kepuasan masyarakat terhadap implementasi sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemangku 

kepentingan dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertipikat elektronik 

di Kabupaten Bogor I. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan sertipikat 

elektronik? 

2.  Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam 

penerapan sertipikat elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi kepuasan masyarakat terhadap layanan sertipikat 

elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I  

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

dalam penggunaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bogor I. 
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D. Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

kajian kebijakan publik dan administrasi pertanahan. Secara praktis, hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor I dalam meningkatkan layanan sertipikat elektronik.  



58 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan terhadap 

459 responden di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum masyarakat 

merasa sangat puas terhadap implementasi sertipikat elektronik. Hal ini 

terlihat dari rata-rata skor seluruh indikator yang berada pada kategori 

“Sangat Puas”. Skor rata-rata masing-masing indikator adalah: 

- Kesederhanaan: 4,34 

- Keamanan: 4,27 

- Keterjangkauan: 4,31 

- Keterbukaan: 4,33 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam 

bentuk sertipikat elektronik telah diterima dengan sangat baik oleh 

masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap sertipikat 

elektronik. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat 

Keempat indikator yang diteliti yaitu kesederhanaan, keamanan, 

keterjangkauan, dan keterbukaan memiliki peran yang signifikan dalam 

memengaruhi kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata 

setiap indikator yang menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dengan kata 

lain, jika salah satu dari indikator tersebut mengalami penurunan kualitas, 

maka kepuasan masyarakat juga akan terpengaruh. 
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diharapkan dapat mempertahankan 

kinerja layanan yang telah memberikan kepuasan tinggi kepada masyarakat, 

khususnya dalam hal kesederhanaan dan keterbukaan proses pelayanan. 

2. Meskipun kepuasan tergolong sangat baik, peningkatan kualitas informasi 

dan komunikasi publik perlu terus dilakukan, agar seluruh lapisan 

masyarakat dapat memahami alur dan manfaat sertipikat elektronik dengan 

lebih baik. 

3. Pengembangan sistem digital yang lebih ramah pengguna dan adaptif 

terhadap masyarakat dengan latar belakang pendidikan atau usia yang 

beragam juga perlu diperhatikan agar pelayanan semakin inklusif. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti aspek lain seperti 

efektivitas waktu layanan, kendala teknis, atau membandingkan antara 

wilayah kabupaten/kota untuk memperluas pemahaman terhadap 

implementasi sertipikat elektronik secara nasional. 
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